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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA. WAKL KETUA DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG. 

 

ABSTRAK  : - Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. perlu adanya dana penunjang kegiatan yang 

memadai. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 

Tahun I990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua. Wakil Ketua dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 fahun 1993 tentang 

Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 

Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang mengenai dana Penunjang 

perlu disesuaikan dengan perkembangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pemalang. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; 

UU No. 8 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 1 Tahun 

1990; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Perda Tingkat II No. 15 Tahun 1990 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Kedudukan 

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya. Untuk menunjang Dewan Perwalilan Rakyat Daerah disediakan dana 

penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah .  

CATATAN : -  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juni 1995 

  - Terdiri atas 2 Pasal  

   

   

   

   

 

  

  

  

 


